
sALII,tiii

PEMERINTAH KAB LBATEN KEDIRI

PEMTURAN DAERA}I KABUPATEN IGDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2OO1

TENTANG
PEMBENTLiKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESAAGLURA}IAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATi KEDIRI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahaq pembangunan daa

kemasyarakarao, maka perlu membeatuk Peraturan Daerah tetlten]l

Pembcntukan Lembaga Kemasyaratatan di Desa/tr(clurahan.

tvtengingat : 1. Undang-undaog Nomor 12 Tahua 1950 tentang Pemb$ntukal

Daerahdaerah Kabupaten dalam Lrngkungan Propinsi Jawa Timur

(Lcmbaran Negara Republik Tahrm 1950 Nomor 19, Tambahao

Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tefllang Pokok-pokok

Kepegarraian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor

30al);

3. Undang'undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme'rintahaa

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonnor

60 Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-uadang Nomor 25 Tahul 1999 tentang Perimbatgrrr:

Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Dacrah (trrnbarel N;qera

Republik Indonesia Tahuo 1999 Nonaor 72, Tarnhahan Lembaratr

Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undangun{ang Nomor 43 Tahrm 1999 teutang Per.rbah:ui aias

Undang-rmdaag Ni:mor I Tahrm 1974 tehtang Pokok-poko!:

Krpcgawaian (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 19''r

Nomor 169, Tmbaban l-emfuaraa Negata Republik Iodonesia Nomor

3890);

4.

5.

\i



6. Peraturan

Pemerintah dan

(Lembaran

f ambahan

7. Kepuru.san

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ksweoaogao

Propinsi sebagai l)aerah Otonom

Republik Indonesia Tahua 2000 Nomor 54,

Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999

9.

teararg Tekrik i'eraturan Penrndang-undaflgan dan

Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan lla:rpangaa i{eprmrsan Presiden ;

8. Keputusan Presidpa Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pemtaao

Lernbaga i(;iairanag Mas"varikat Desa dan sebutan lain ;

Negeri Nomor 63 Tahun 1999 t€otaryKe,outusan Mcinetri .Dalam .

Peiriqiuk Pela;-;:taan J.; l;r1':stalaa peristilahan dalam

Penyelenggaraao Pernpriatalan Desa dao Kelurahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentary

Pedoman Umum Peogaturan Mengenai Psmb€nhrkar Kelurahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Gerakan Pemberdaya4n dan Kesejahteraan Keluarga'

10.

11.

Dengaa Persetujuim

DEWAN PERWAKIIAN RAKYA-T DAERAI{ KABUPATEN KEDIRI,

Menetapkan :

MEMIJIIJSKAN:

PERATTTRAN N.AERA I I'AB{IPATSN KEDIRI TENTANG PEMBEN'

TUKAN I,E'MBAGA KE-I\{ASYARAKAI'AN DI DESAv KELURAITAN'

BAB I
KE'1h,r.liUAN UMLM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah KabuParen Kediri ;

b. Pemerintah Daerah. adalah Kepala Daerah besera Perangkar Daerah

-/



c.

d.

1

otonom yang lair sebagai Badaa EksekutifDaerah ;

Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri I

Desa, adalah kesatuao mas.varakat hukum yang memiliki

kelr-enarrgan uotuk meogatru dan mengurus kepeltrngan masyarakat

setempat berdasarkan asal-wui dan adar istiarjal seiempa-t yang diakui

dalam sistom Pemerintahan Nasional daa berada di Daerah ;

Kel-ruahan, adaiah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daomh

Kabupaten dan atau Daerah Kota diba$qh Kecamatan ;

Kep,--lusan Kepala Desa, adalah semua keputusan yang Eefltpalto

pelaksanaan dari Pcratruafl Desa dan Kebijaksaaaan Kepata Dosa

yang menvangkru pemerintahan daa pemhangunan Dcsa scpaojang

tidak berienlaflgan dengan kepeflxingan umum maupuo Pefattrrao

Penredang-rmdangan l

Keputusan Kepala Kehuahan. adalafi semua keputusm yaog

merupakan pelaksanaaa dari kebdalsanaan pemerintah atasannya daa

kebijaksanaao Kepala Kelurahan yang menyangkut pomeriotahan dan

pombangunan Kelurahan sepanjang tidak bertenlangan delgaa

kepentingan umum maupn Peraluran Perundalg-undangan ;

Irmbaga Kemasyarakatan, adalah wadah yang dibentuk atss praklrsa

masyarakat Desa,Kclurahan atau Pemerinuhan Dcsa/tr(olurchan

sebagai mitra pernerintah gun menampmg daa melaksanakau

*rirftffirarakur di bidang pembanguna:r dalat nngka

meningkatkan kesej ahteraan masyarakat ;

i. Swadaya masyarakat, adalah kemarnpuaa <iari suatu kelompok

masvarakat densan kesadaran dan inisatif untuh mengadakaa rxaha

k" 
"ruh 

p.*"n i"fi***:augka pendek maupun jangta @ang

yaog Ciat,;lasikm pada AnggAtan Pendapaun dan Belanja Desa ;

j. Gotong royong, aiaiah bentuk ke{asema yang spontatr daa sudab

melembaf serta mengandung unsur-unstu tiribal balik yang bcrsifat

sukarela Tontaru warga DesarEelurahal dan atau warga Dosa

rKeluratraa dengan Peryrintah Desa,Kcltrairan unluk memenuhi

kebutuhan Desa /' Kemahatr yatrg bersifat insidentil maupun

berkelaqjurarr dalam rangka meningkatkm kesejahteiaan bersama

baik materiil maupua sPirituil.

a



RAB tI.

PEIiIBENTUICAN LEMBAGA KEMASYAfi.AKA,TAN

Pasal 2

(1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk

E.cmasyaiak:.irar sesual dengan kebuliilm C.r:t sitrtr,t llondisi !,'

buC.aya seLerapat :

i2) S. . rir: l;:i:ii:g l 9"r".*or*etan sebagaimana dimaksuci p:da ayar

(i,. ',::t::; i: l,K!n]. Pi3i. R-lJ. qr,;j. ..Jzur atai, setru;an iainn:ra l

1.:, ii-, '-i, 1: ., '. , )j':: j'' ir '; ,:,1.<j-:i: lr :.i,i:,!: j:::ii. Syafal-syafat

.i.:-:, !.. -.., .-,i' !: ;i l;r.rg."1:j51i1 vaug dibentlk oleh

i]+;r,iKoiri; i':.ir rJ' di:,:t.-p ::I i- larF. i)'iraaur.rl Desa/Keputusan Kepala

.,ieiuraharr :

i,i) li.riabagr riefiasyarakrun s.bai{.i: ri:;r:, ;'..i.ir,isr:ii p'r r. ayat (1) Vang

diber.tuk oleh Pemerintah Dcsa diretapkalr derqair :r.laturan Desa

sedangi<aa yang dibcntuk oleh m:-<r,arakai d:beril*hukan kepsda

Kepaia Desa :

(5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pcr13 ayat (1\ ,-r ?

dibentuk oleh Kepala Keiurahan dterapkam dengan Ket,'

Kepala Kelurahan atas pertiml:zngan tokoh m:^svarakat, s. ,,<.i.n

}'t'rc' Cibe.:1r:'.t rr-!- r-: l-svr-r,kal diberit2li'nk:.' 1:-

-'<.r1)::':l . .,

jpa^;



(2) Hubrmgan Lembaga'lembaga Kenas-varakatiin ]cfig ada di Desd

Kelurahaa bersifat konsultatif tlan kerjasarna )-,arrg saling

me4rmtuogkafl;

(3) Hubungan L,enxbaga Kcmasyarakatan aotar Desa/Kclurahan bcrsifat

kerjasama, baling membantu dan saling menguntuBgkao serslah

mentlapat pcrsetujuan ?eanerintah DesaKelurahan'

PaEal 4

lrmbaga Keraasrvarakatan yary ada di Desa/Kelurahao mempr" 
' ":' ;rgas

a. Menlusun rencaoa pembttrigtmao yaug partisipatif;

b. Menggerakkan swadaya g..rrong ro1'olg ma^r1'arakat :

c. Melaksanakan pembatEunan scsuai dengan kebufirlran yang telah

ditetapkan oleh Pernerinrah DesaiKoliuah'rn I

d. Membantu me4jalankan tugastugas pelayznan tepada maryaotat

yaag diberikan oieh Pemerintah DesazKelurahan ;

e. Memelihara kcnrkunan hidup mas-rarairat ;

f. Menjaga kotenangan dan ketentraman masyarakat'

Pasal 5

Lemba€a Kemasyara&atan yang ada di Desa'/Kclwahao momprmyai

fimgsi:

a. Mempertahaokaa iho meaumbubkembaagkan persatuan ":"'

kesatuar mas)-arakat Desa'Keluehan ;

b. Sebagai wahaoa koordinrsi dalam perencanaan tian p€la&saffiafl

pembangrman di Desa'Ke lurahan :

e. \{6nglrirnpim dan menggerakkan partisiparif masvarakat dalam

d. Pembeldaya:ur dat pemaofaatan potensi Desa/ Kelurahaa untuk

pembangrrnan ;



f.

Pemerintah Des;vKelurainn :

Membantu penyelesaian masalah kemasyarakatan.

,Ira:ai ir

BAB tV
SIMBER DANA

Pasal 7

(1) Sumber dana Lembaga Kemas-Yaraun yang dibennrk aleh

DesalKelurahan diperoleh dari :

a Bantuan Pemerintah Desa I

b. Bantuan Pemerittah Kabupaten ;

c. Bantuan Pemerintah Propinsi ;

C. Blni'.i:tt .i'cm.'rirtah :

e. Ra.!r::na i;in-iail varq ssh dnn ti&:( metgikai ;

J { ,,,^J---.-
r, r) !1JIn1) tl.

Srunber dana sebagaimana dimatsud pada avat (i), huruf a sampai

dengan htnrf e melaltu Anggaran Pendapatan oan tseieqia Dem ;

Surnber dana sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) huuf f, dikelola

sendiri oleh Lembaga Kemasyarakatao 1'ang bersaagkuraa

BAB V

PEMBINAAN DAN PERTANGGUNG.TAWARA}i

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam raogka pombinaan memfasililasi urrnbnrh

dalr berkernbangnya Lembaga Kemasyarakatan yarg ?.''1':: Ji

(2)

(3)

/



l

Deszr/I(eluratran melalui pembenal pedoma, , himbingan, pclalihan

aralan daa supervl:;i-

P:rsai 9

( 1) L.':aroag; '- tmasye ,ka!a:' Y.i: 11 c:bon ''' "i"'' Pemerintah

DesalKelurahan berl jrngguflg jax ab kepada Kepala Desl&elurahan ;

(2) Pertangguugiawaban sebagaimaoa dimaicud pada ayat (1)

disampaikan setiap iahun, 1 (sanr) bulan sebelum Kepola Desa

menyampaikan pcrtanggrmgiawabannya kepada BPD :

(3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada a!'at 11)

disampaikan kepada Kepala Kelurahan setiap tahun, 1 (satu) bulan

sebelum Kepala Kelurahan meayarnpaikaa Pertanggrrngiawabannvl:

kepada Kepala Daerah.

BAB VI

H ETE] iTUAl.l LAlli-LAIN
ii. ,_ l ":'!

(1) Ketenttran mengen; pernbentukan Le:r1'!:aga KemosvaEki ian di

fgg,/(gl1rr; iran 1'an. ada s-telal ;di.' :n3:: i: j !:l l Daerah ini

drcabut dan dinyatakan ddak berlaku lagi ;

(2) fial-hal yang belum diatur

meogena.i pelaksanaaonya

Daerah.

dalam Perantran Daeral iai, sepaajang

akan diatu lebih lanjut oleh Kopala

B AB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggai dimdanglran



Agar setiap orang riapat mengetahuinl'a, memerinta.hkflr penguodaoga'l

Peralruaa Daerah iai def,gas p€lempat4otrya dalam l,embaran Daerah

Disahkan di Kediri.
pada tanggal 2 llurri 2001

BUPATI lGDIzu

TTD

SLT-IRISNOk. ri.

sI--KRirT r,R1! ll.^,IA_Aq
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Ir. H. IMAM SANTOSA

. ',.,:-,.TN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
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PENJELASAN

ATAS

PERATI]RAN DAERA}] KABI'PATdN KEDIRI

\IOMOR 5 TAHLTN 2OOI

TENTANG

PEMBENTUKAN I,EMBAGA KEMAS YARAKATAN

DI DESz\ / KELUR.AI{A},I

I PENJEj.SA]IUMI M.

Bahwa dalam rangka pelatsTaao pemerintahao, daa kemasyarakatan

sena sebagai tiadak laqiut Undang+,ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentaog Pemerinta-

1'.r. D::lah khususnya pasal 106, 4{!1 pqlu menctapkao Pcraauan Daerah tonang

Pembentukao kmbaga Kemasyarakatan di Desa/Keluraha.

II. PENJEI.A,SANPASALDEMPASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 10 :Cukupjelas

---._DokHK


